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Abstract: Discussion between religion and politic is never ending (read:
Islam). Islam in fact was declare as last and perfect religion, canse of its
universality and global character, which cover all of contemporary issues, as
politic and government. Islamic historis had noted hundreds of book about
this issues. Almost all of writing about Islam by moslen schoolar explain
about it, over and above in modern era that can be devided in revivalist and
modernist. This paper doesn’t analysis two trends, but prefer give
argumentation for integration and interconnection about religion and politic
in order to get appropriate understanding about it.
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Pendahuluan

Diskusi tentang hubungan antara agama dan politik menarik
perhatian. Agama dalam konteks ini adalah agama Islam. Mengapa Islam?
Agama ini dinyatakan sebagai agama terakhir dan telah disempurnakan
oleh Allah. Kesempurnaan Islam bukan sekedar klaim. Sifatnya yang
universal dan global membedakannya dengan dua rumpun agama
Abraham sebelumnya (baca Yahudi dan Nasrani) yang bersifat lokal dan
temporal. Universalitas dan keabadian Islam memposisikan agama ini
memiliki kemampuan mengakomodasi berbagai bentuk perkembangan
peradaban umat manusia termasuk dinamika politik dan sistem
pemerintahan.

Perjalanan peradaban muslim klasik, menurut hasil studi
Muhammad Kamil al-Syarif, telah menyumbang ratusan karya' yang
berbicara tentang politik dan sistem pemerintahan, ditambah dengan
karya-karya figh, tafsir dan syarah hadits. Hampir semuanya menyinggung
dan memuat konsep politik dan pemerintahan.

Di era modern, terutama di penghujung abad ke 19 M, berbagai
karya tentang agama dan hubungannya dengan politik muncul secara

! Muhammad Kamil al-Syarif, Qiraah fi Kutub al-Siyasah Baina al-Qadim wa al-
Hadis, makalah tidak dipublikasikan.
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berkesinambungan. > Muhammad Abduh misalnya pernah menulis
makalah  berjudul a/Syurd wa al-Istibdid (musyawarah dan kekuasan
despotik). Ali Abd Raziq juga menulis buku yang berjudul alIskim wa
Ushiil al-Hufmi Bahtsun fi al-Khilafah wa al-Hukimabh fi al-Islim.” Buku ini
menjadi referensi utama di kalangan kaum sekularis yang memisahkan
antara agama dan politik. Sementara Abu al-A’la al-Maududi menulis karya
Nagzhariyat al-Islam wa Hadynhu fi al-Siyasah wa al-Qanin wa al-Dustir® .
Doktrin al-hakimiyah al-ilabiyah yang dipopulerkannya menjadi titik tolak
kaum revivalis untuk merekostruksi nalar politik yang berseberangan
dengan keyakinan kaum sekuler.

Tulisan ini tidak bermaksud menerima atau menolak salah satu
dari pandangan yang berseberangan itu, dan juga tidak berusaha untuk
memadukannya, melainkan berusaha menelusuri argumen-argumen yang
relevan tentang integrasi agama dan politik baik dari sumber syari’ah
maupun pada teks-teks para wshuliyun (ahli ushul figh) dan fugaba’ (ahli
hukum Islam). Dengan pendekatan ini diharapkan dapat membantu dalam
memahami hubungan antara politik dan agama lebih proporsional dan
apropriate.

Makna al-Din dalam Turats (Literatur) Islam

Eksplorasi makna terhadap kata a/-din (agama) menjadi penting
untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengungkap bentuk hubungan
antara agama dan politik. Silang pendapat tentang hubungan antara agama
dan politik yang terjadi selama ini lebih disebabkan oleh kesalahan dalam
memahami makna zs#lahi dari kata al-din ketimbang subtansi permasalahan
yang sesungguhnya.

2 Konsep al-hikimiyah dapat ditemukan dalam karya al-Maududi dan karya-karya
yang membahas pemikiran tokoh ini, antara lain ditulis oleh Abu al-Hasan al-Nadwi yang
berjudul a/-Tafsir al-Siyasi i al-Islim fi Mir'dt Kitabar Ustaz Abi al-A’la al-Mandudi wa al-
Syahid Sayyid qutub, Kairo: Matba’ah al-Mangarah, 1980), hlm. 63. Sedangkan karya
Maududi sendiri antara lain Mandhij al-Inqilab al-Isiimi, Jeddah: ad-Dar al-Su’adiyah, 1408
H/1988 M, hlm. 17., al-Islim fi Muwdjahati al-Tabaddfyar al-Mu'dsirah. T2’tib: Khalil Ahmad
al-Hamidi, Mimbar al-Tauhid wa al-Jihad, al-Islam wa al-Madaniyah al-Hadisah, Nabnx
wa al-Hadéralh al-garbiyah, Jeddah: ad-Dar al-Su’Gdiyah, 1407 H/1987 M.

3 Buku ini mengundang kemarahan dari Universitas al-Azhar dan mengecam
sekaligus menjatuhkan sanksi pencabutan ijazah kepada penulisnya. Buku ini pertama kali
dipublikasikan di Kairo pada tahun 1920.Terakhir buku ini dikaji secara khusus oleh
Muhammad Imarah dengan judul: a~Isiam wa Ushul al-Hukmi li Ali Abd Raziq Dirasah wa
Wasaiq/ Fikr ‘Arabi, Beirut: Muassasah al-‘Arabiyah li al-Nasyt wa al-Tauzi’, 2000.

4 Buku ini diterjemahkan dari bahasa Urdu kedalam bahasa Arab oleh Khalil
Hasan al-Ishlahi, dipublikasikan oleh al-Dar al-Su’udiyah li al-Nasyr wa al-Tauzi’ pada
tahun 1405 H/1985M.
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Penggunaan bahasa dalam konteks yang berbeda perlu dipahami
secara proporsional. Karena bahasa bukanlah benda mati (kaunat jamidah).
Ludwig Wittgenstein ahli filsafat bahasa di era modern mengemukakan
bahasa sebagai permainan. Suatu permainan dapat dilukiskan sebagai
aktivitas yang dilakukan menurut aturan. Tidak ada gunanya mencari
persamaan dalam semua permainan. Seperti halnya banyak permainan,
demikian pula ada banyak permainan bahasa. Banyak cara untuk
menggunakan bahasa. Misalnya memberi perintah, menggambarkan suatu
obyek, melaporkan kejadian, main sandiwara, bertanya, berterimakasih,
atau berdoa. Seperti halnya setiap permainan merupakan suatu aktivitas.
Demikian pula bahasa. Kata-kata yang dipakai memperoleh maknanya
dalam aktivitas itu. Makna kalimat tergantung pada cara dipakainya kalimat
itu’

Makna kata tidak memiliki kepastian dan batasan. Bahasa bukanlah
logika matematis yang pasti dimana setiap kata mengandung makna
tertentu, dan setiap kalimat tidak memiliki satu fungsi. Banyaknya makna
kalimat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kata bersifat elastis
dan mulur, penggunaannya melebar dan menyempit menurut situasi dan
kebutuhan.

Contoh makna sinonim dalam bahasa mengandung dua makna
atau lebih sangat umum dalam semua bahasa. Misalnya kata a/-@n dalam
bahasa Arab berarti mata yang melihat, mata air, mata-mata, perhisan,
emas, agama dan masih mungkin ada makna lain. Semua makna bisa saling
berdekatan dan saling memasuki, tetapi bisa juga satu sama lain saling
berjauhan tanpa ada hubungan yang jelas di dalamnya.

Karena itu kata seperti al-din (agama) dan al-%mainiyah (sekuler)
membawa maknanya sendiri-sendiri di kalangan para peneliti dalam
berbagai konteks penggunaan masing-masing. Dan sebagaimana
dimaklumi bahwa kepedulian terhadap berbagai istilah dan maknanya
menjadi titik tolak penelitian ilmiah, bahkan ilmu pada hakikatnya adalah
pengetahuan tentang berbagai peristilahan yang ada atau penciptaan istilah
baru.

Sejumlah kata-kata yang berkaitan dengan syari’ah banyak yang
mengandung makna sinonim, mengandung keberagaman pengertian
terminologis menurut penggunaan dan konteksnya serta pengaruh lainnya.
Para ushuliyun sangat serius dalam bidang ini. Mereka melakukan kajian
mendalam dan merumuskan kaidah-kaidah untuk memahami makna dari
suatu kata.

5> Ali Mudhofir, Kamus Filsuf Barat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.
542-545.
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Kekacauan dalam memahami syariah sebetulnya diawali dari
kekacauan dalam memahami kata, atau istilah yang terkadang dari sisi
penggunaanya kurang relevan. Setidaknya, inilah yang ditegaskan oleh Ibn
Taimiyah. Beliau mengatakan: “a/-asma’ yatanawwa’'n musammaha bi al-ithlaq
wa al-taqyid” (suatu nama jika dihubungkan dengan yang dinamai, sangat
bervariasi baik itu dalam konteks generalisasi maupun limitasi).’

Dengan variasi makna inilah orang Arab menggunakan bahasa
mereka, dan dengan cara seperti ini pula penggunaannya dalam teks
syari’ah yang termuat di dalam al-Kitab dan al-Sunnah. Suatu contoh
perhatikan makna kata-kata berikut’:

Contoh Makna secara general Nama
Osnd V) oY) g o) s L 4l el e JS salaall
clode A dang A (B (e JSd iy sala JS Jad s S8l
Jshaa
8 el oSl 4 dl el Lo gaen A

Terlihat dari contoh di atas bahwa kata a/-birr (kebajikan) apabila
digeneralkan maka penamaannya disebut a/’fagwa, dan kata al-tagqwa jika
digeneralkan maka penamaannya disebut a/-birr. Kemudian kedua kata
tersebut digabungkan seperti dalam firman Allah: wa fa’Gwanii ‘ala al-birr wa
al-tagwa. Maka masing-masing dari kata tersebut memiliki makna sendiri-
sendiri (khusus).

Semua makna tersebut tercakup dalam kata “a/-%bddah” yang secara
terminologis berarti:

ALl 5 5 jalall Jlee Y1 5 OV BY) (e iy s il 4amy e JS) el

“Meliputi semua sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridainya baik
itu berupa ucapan, perbuatan lahir dan batin.”® Akan tetapi di tempat lain
Ibn Taimiyah sendiri memberikan makna khusus pada kata al-%badah.
Makna khusus ini lawan dari kata a/-‘ddah dan mu'dmalat al-hayditr. Beliau
mengatakan:

6 Ibn Taimiyah, a/Iman, hal. 154.

7 Sa’d al-Din al-Usmani, a/-Din wa al-Siyasah Tamyizun La Fashla, Casablanca
Marocco, (Beirut-Lebanon: al-Markaz al-Saqofi al-‘Arabi, 2009), hlm. 84.

8 Ibn Taimiyah, a/- Ubudiyah, hlm. 5.
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b GVl | agdilae B L Ol W Leisdddh cllbe ;) sl BAN Jlel
Lo W) et slany W (o colaladl 8 Qi) | ) 4 58 e W) g g iy Y o clalandl
) g_‘fu\b_)ﬁa;

Dari sini tampak sekali apabila suatu kata dipahami dari luar
konteksnya akan menimbulkan kekacauan dan menghasilkan kesimpulan
yang salah. Faktor ini pula yang menyebabkan kekacauan dalam
memahami teks syari’ah, dan dalam memahami pernyataan para ulama dan
sejumlah pemikir lainnya.

Variasi makna ini juga kita temukan pada penggunaan dua kata
yang lain yaitu al-iman dan al-islam. Kata al-iman jika disebutkan di dalam al-
Qur’an dan Sunnah mengandung makna sebagaimana yang dikehendaki
oleh kata al-birr (kebajikan), al-din (agama) dan al-tagwa (takwa). Kata al-birr
juga ditafsirkan dengan aliman, al-taqwi dan al-‘amal (suatu perbuatan yang
mendekatkan diri kepada Allah). Semua penafsiran terhadap kata a/l-iman
tersebut adalah benar. Terdapat suatu riwayat bahwa Nabi menafsirkan
kata al-birr dengan al-iman.”’ Sedangkan kata aliskim mencakup semua
makna tersebut.

Kata al-iman dan al-islim mengandung makna sinonim jika
digunakan secara umum. Namun juga memiliki makna sendiri-sendiri jika
digunakan secara khusus. Misalnya a/-iman bermakna tashdig al-fikri wa al-
galbi (membenarkan dengan pikiran dan hati). Dan a/-Iskim bermakna ‘amal
al-jawarib wa al-iltizam al-fi’li (perbuatan-perbuatan lahir). Pembedaan ini
diisyaratkan oleh sebuah hadits yang dikenal dengan hadits Jibril dimana
Nabi menjawab beberapa pertanyaan seputar a/-iskim dan al-iman yaitu:

psai s Bl 55 g B0l adiiy A sy laana Ol s il W Ad) Y ol agii o) a3y
S 4] Camdail o) Gl st g Glias

Sedangkan a/-zman adalah:
Mo pdigo gl Gagis JAY) o sall g4 sy 5 4S5 A 5 il (1035 O

Itulah sebabnya jika kedua kata ini digunakan secara bersamaan
mengandung makna yang berbeda. Sebaliknya jika digunakan secara

9 Ibn Taimiyah, Igtidha’ Shirath al-Mustagin, hlm. 582.

10 Tbn Taimiyah, a/-Iman, hlm. 170.

11 Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisabuti, Sahzh Muslim, (Beirut: Dar Thya’ al-Turas al-
‘Arabi, tt) Kitab al-iman, hadis nomor. 102.
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terpisah mengandung makna yang sama. Penggunaan kata dalam konteks
sistem pemaknaan seperti ini terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah."

Kata al-Din dalam al-Qur’an dan Sunnah

Perbedaan makna kata sesuai konteks penggunaannya berlaku pula
untuk kata a/-din. Penting dalam tulisan ini adalah bahwa penggunaan kata
al-din terdapat dalam teks syari’ah dan dalam tulisan para ulama dan
pemikir di era sekarang. Dalam berbagai penggunaannya kata a/-din tidak
lepas dari dua macam makna yaitu makna umum dan makna khusus.

Dalam pengertian umum kata a/-din mencakup seluruh aktivitas
dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim baik yang bersifat
keakhiratan maupun keduniaan. Dalam kehidupan di dunia setiap orang
berusaha melakukan suatu perbuatan yang terpuji (‘amal shalih). Semua
perbuatan ini termasuk ibadah dalam pengertiannya yang umum, dan
termasuk shadagah selama niatnya tulus kepada Allah. Teks-teks syariah
mengkategorikan aktivitas keduniaan semacam ini masuk dalam lingkup
al-din, ibadah dan shadagah. Dalam hadits disebutkan melakukan hubungan
seksual yang halal adalah bagian dari shadaqah. Seorang sahabat berkata
bahwa seorang di antara kami menuruti syahwatnya apakah akan dapat
pahala (@run)? Nabi bersabda: bagaimana pendapatmu kalau dia
meletakkannya pada yang haram apakah dia dapat dosa (wigrun)? Demikian
pula kalau dia meletakkannya pada yang halal akan mendapatkan pahala.
Semua perbuatan terpuji dalam konteks keduniaan dan keakhiratan
disebut shadagah. Perhatikan hadits Nabi berikut ini:

)AB‘I\AMM:\S@JSJ‘RSMBMJSJ‘ﬁms)ﬁﬁds,cﬁmwds,ao
13_2§M§hi@4@}sRﬁMJSAAQcGQ}‘ZEMqJJMSQ

Demikian pula Sabda Nabi:

¢ ABan dclia lgle Al pd i ol Lodde alaatd 4ty 8 da 1) a5 ¢ Aaa YY) G Jaad
Goohll e AV dasai g ¢ Aaa Ball ) Leiiad 3 hd IS5 ¢ ddaa dnkll 4K

14. A8y

121bn Rajab al-Hanbali, Jan:’ al-Ulnm wa al-Hikam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 31-32.

13 Sahih Muslim, Kitab al-Zakah, hadits nomor. 2376.

4Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, al-Jami’ al-Sabib, (Riyad: Dar al-Salam,
1419H/1999M), Kitab al-Jihad wa al-sair, hadis nomor. 2767, Sahih Muslim, Kitab al-
Zakah, hadits nomor 2382.
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Dari sini dapat dipahami maksud dari komentar al-Bukhari
terthadap kata a/din yang mencerminkan makna umum dan mutlak.
Misalnya antara lain disebutkan dalam shahih-nya‘“a/din  al-nashibah’.
Dalam konteks ini kata a/-din dimaksudkan dalam pengertian umum. Al-
Syatibi menegaskan bahwa ketercakupan dan keumuman a/-din meliputi
prinsip-prinsip hukumnya untuk semua “bentuk ibadah, kebiasaan (a/
‘Gdat) dan interaksi sosial lainnya (mu’dmalat).”’” Menggunakan redaksi yang
lebih singkat namun dengan cakupan makna yang lebih komprehensif, al-
Syatibi menegaskan kembali bahwa “&wllu tasharrufin tabta qanin al-syar’i
Jfabuwa ‘ibidah”'"* (semua aktivitas seorang hamba di bawah ketentuan
hukum syariah adalah ibadah).

Pengertian kata aldin dalam konteksnya yang umum juga
ditemukan dalam ayat yang paling terakhir kali diturunkan: “@/’yauma
akmaltn lakum dinakum wa atmamtn ‘alaikum ni’mati wa radbitu lakum al-islima
dina”. Ayat ini menjelaskan bahwa a/-din sudah sempurna, tidak terdapat
suatu kekurangan dan kealpaan di dalamnya. A/din dalam ayat ini
mengandung makna umum, tidak hanya menunjuk akidah, tata cara
ibadah dan ketentuan hukum permanen lainnya. Dalam konteks ini al-
Syatibi menyatakan bahwa jaminan “petlindungan (a/-hif3h) yang tersirat
dalam firman Allah “Gund nabnn nazzalna al-zikr wa inndg labi lahafizhin”
adalah perlindungan terhadap prinsip-prinsip universal yang termaktub
dalam #ash (teks syari’ah). Hal ini pula yang dimaksudkan oleh ayat @/
yauma akmaltu lakum dinakum’”. Jadi perlindungan agama maksudnya adalah
petlindungan terhadap nilai-nilai universalnya, bukan petlindungan
terthadap ketentuan hukum yang bersifat parsial atau dikenal dengan a/
Jfurd’ (figh)."”

Ditegaskan kembali oleh al-Syatibi bahwa kesempurnaan al-din
terletak pada nilai-nilai universalnya. Semua yang berhubungan dengan
kaidah a/-dhaririyat (kebutuhan primer), al-hgjiyat (kebutuhan sekunder)
dan al-takmiliyit (kebutuhan pelengkap) sudah dipaparkan secara jelas.
Sedangkan pembumian hal-hal yang bersifat furi’ atau juz’7yyat menjadi
tanggungjawab para mujtahid. Adalah tidak mungkin, tegas al-Syatibi
bahwa kesempurnaan agama (al-kamdl) itu terletak pada hal-hal yang
bersifat juzZyyat atau al-furi’ mengingat jumlahnya yang tidak terhingga.
Jadi yang sempurna adalah kaidah-kaidah universal yang menjadi basis

15 Abu Ishaq Ibn Ibrahim al-Syathibi, arMuwafagat fi Ushil al-Syariab,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), hlm. 3: 285.

16 bid, hlm. 140-141.

17 Ibid, hlm. 1:32.
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pengembangan hal-hal yang bersifat furi’.'® Sedangkan untuk menetapkan
hukum furi’ diwakilkan kepada otoritas ijtihad manusia secara ilmiah dan
obyektif. Hasil ijtthad ini bersifat situasional dan temporal, dan yang
terpenting adalah semua peraturan produk z#ibadi masuk dalam kategori
urusan dunia sekaligus urusan agama dalam pengertiannya yang umum.
Sehingga aturan tersebut harus sesuai dan sejalan dengan kaidah-kaidah
universal agama.

Berdasarkan pengertian tersebut, fuqaha’ Sunni menetapkan
bahwa kekuasaan dan politik (@/wildyah wa al-siyisah) merupakan bagian
dari aktivitas ketaatan (a/thi'at) yang merupakan ibadah, tetapi bukan
dalam pengertian “%a'abbud”, melainkan bersifat keduniaan yang terikat
dengan nilai-nilai universal agama. Dengan demikian, memilih kepala
negara atau menentukan seorang pemimpin masuk dalam kategori
perbuatan keduniaan yang bersifat ijtthadi yang berada di luar cakupan
pengertian al-din al-ta'abbudi (tata cara ibadah yang diatur secara langsung
oleh syari’ah). Jadi tidak ada halangan untuk menjadikan politik bagian dari
al-din dalam pengertiannya secara umum, yaitu suatu perbuatan yang
diakui sebagai ketaatan, dilakukan sesuai dengan haknya dan dalam rangka
bertakwa kepada Allah: tidak melakukan penipuan, kecurangan, khianat,
dan tidak meremehkan tanggungjawab. Inilah maksud dari pernyataan Ibn
Taimiyah':

A0 L o A5 L 5 ey 3430 a6

Berbeda dengan prespektif Barat, agama menurut mereka hanya
mengandung pengertian yang absolut (mutlak). Sedangkan dalam Islam
agama mengandung makna absolut dan relatif sekaligus. Prinsip-prinsip
politik yang bersifat permanen masuk dalam lingkup makna agama yang
absolut (mutlak). Sementara yang bersifat dinamis dan temporal masuk
dalam lingkup makna agama yang relatif (nisbi). Interaksi umat manusia
dalam konteks politik tidak bebas dari nilai baik dan buruk yang
ditetapkan oleh agama. Agama mengatur itu secara terbuka dan dinamis.
Sehingga hal-hal yang bersifat zgtibadiyah dan nisbiyah (relatif) menjadi
bagian dari agama dalam arti umum. Jadi agama juga selalu dinamis dan
mengalami  kebaruan = seiring dengan dinamika dalam kehidupan
masyarakat. Sekali lagi, ini adalah ruang lingkup makna a/-din secara
umum.

18 Tetjemahan bebas dari teks al-Syatibi dalam karyanya al-I'tisham, (Beirut: Dar
al-Ma’rifah, tt), hlm. 2:305.
19 Ibn Taimiyah, ai-Siyasah al-Syar'iyab fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyah, hlm. 5.
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Adapun pengertian a/-din secara khusus meliputi perbuatan yang
bersifat %bddi atau fa’abbudi, lawannya adalah ‘ddat atau kebiasaan yang
bersifat keduniaan. Makna ini juga digunakan dalam teks syari’ah. Misalnya
kata al-din digunakan sebagai lawan dari kata a/-dunyi. Dalam hadits yang
panjang menyebutkan bahwa para sahabat dalam suatu perjalanan
kehilangan kesempatan untuk melakukan shalat subuh. Tatkala mereka
usal shalat dan memulai perjalanan sebahagian dari mereka mendiskusikan
itu, Nabi bersabda™:

S oS el IS o) 5 aSilid wSlin al IS ) ¢ 05l e

Penggunaan kata a/-din sebagai lawan kata a/-dunya ditemukan pada do’a
Nabi":

o lals ¢ ilaa g A glin Jmbal s ¢ (g el dame 0 A i I lal ol
@olra Ll S 5 a

Penggunaan kata a/-din dalam konteks makna khusus tersebut juga banyak
ditemukan dalam berbagai karya ulama. Antara lain dalam teks Ibn
Taimiyah®:

Oa 4o b Lay o Ol g ¢ Al i Y saa g ) 2w o 1 galial e ae 23y Gaag
Glatl el sf o)l Jua i as & el L g g ¢ cppal)

Al-din, menurut Ibn Taimiyah dibangun di atas dua pondasi: menyembah
Allah yang Esa, dan dalam menyembah itu sesuai dengan yang sudah
digariskan oleh a/-din yaitu yang diperintahkan oleh Rasul baik berupa

kewajiban ataupun anjuran.

Penggunaan Kata al-Din dan al-Dunya dalam Teks Para Ulama
Pembedaan antara urusan agama dan dunia juga sangat populer di
kalangan para #shuliynn (ulama yang menekuni ilmu ushul figh) dan fugaba’
(ahli hukum Islam). Bukti-bukti untuk memperkuat statemen ini antara
lain:
1. Mayoritas ulama sepakat bahwa Rasul mengemban tugas kenabian
dan tugas kepemimpinan disamping tugas sebagai manusia pribadi.

20 Ahmad, a/-Musnad, hadits nomor. 21506.

2 Muslim, Shahih, Bab al-Zikr wa al-dn'a wa al-Taubab wa al-Istigfar, hadits nomor.
2720. Teks serupa banyak ditemukan di dalam kitab-kitab hadits.

22 1bn Taimiyah, Qa'idab Jalilah fi al-Tawassul al-Wasilah, hlm. 41.
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Itulah sebabnya semua perbuatan Rasul ada yang berhubungan
dengan agama dan ada pula yang berhubungan dengan dunia.
Perbuatan dalam kategori pertama dilakukan berdasarkan petunjuk
wahyu. Sedangkan perbuatan dalam kategori kedua dilakukan dengan
cara ijtihad sebagai insan pribadi. Dalam tulisan ini tidak akan
menyinggung  silang pendapat antara para ulama seputar
permasalahan ini, akan tetapi cukup sekedar menyebutkan sejumlah
ulama yang membedakan aktivitas Nabi sebagai kepala negara dan
manusia biasa, dan aktivitas Nabi sebagai Rasul. Ibn Hazm dalam
mengomentari hadits yang berkaitan dengan penyerbukan kurma
menyebutkan bahwa ‘w7 adalah keterangan yang sangat jelas dengan sanad
(mata rantai periwayatan hadits) yang shahib dalan menmbedakan aktivitas yang
berhubungan dengan wurusan dunia dan wrusan agama”. Kemudian beliau
menyimpulkan  “dan  kita  lebib  menguasai - urusan  keduniaan yang
kebaikannya bersifat temporal, dan Nabi lebib mengetabui urusan agama yang
mengandung kebaikan hakiki.””’ Dalam konteks hadits ini Muhyi al-Din
al-Nawawi memberi catatan “wajib mengikuti apa yang dikatakan Nabi
dalam lingkup syariah, bukan apa yang disebutkan Rasul dalam konteks
kehidupan dunia berdasarkan ijtibad (ra’yn).””"

2. Pembedaan antara urusan agama dan dunia juga ditemukan dalam
karya-karya para ushuliyun. Misalnya ketika mendefinisikan ijma’ yaitu
kesepakatan dalam urusan agama,” atau suatu urusan yang berkaitan
dengan keagamaan. * Hal ini untuk membedakannya dengan
kesepakatan dalam wurusan keduniaan. Sa’d al-Din al-Taftazani
menegaskan bahwa “bukum ada yang berkaitan dengan agama dan ada pula
yang tidak berkaitan dengan agama”. Yang terakhir ini dicontohkan
dengan urusan medis yang tidak berpengaruh pada syariah. “Adapun
hukum-hukum keagamaan ada yang bersifat syar’i dan ada pula yang tidak
bersifat syar’i”. Hukum syariah tidak akan diperoleh tanpa a/-ghithab
dari al-syari’ (pembuat undang-undang). Di luar itu “diperoleh dari
indera atau akal””’, bukan dengan cara ijma’. Meski para #shuliyun
tidak sepakat tentang masalah ini, akan tetapi diskusi seputar argumen

23 Ibn Hazam, al-Ibkam fi Ushul al-Abkam, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt),
hlm. 703-704.

% Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawi, a/-Minhaj Syarah Sobibh Muskim Ibn al-
Hajjaj Damaskus: Dar al-‘Ulum al-Insaniyah, 1418 H/1997, hlm. 15:116.

% Ibn Qudamah al-Maqdisi, Rawdhah al-Nazir wa Jannabh al-Munazir, (Beirut: Dar
al-Fikr, tt), hlm. 116.

26 Abu Hamid Al-Gazali, A/-Mustashfa min ‘ilm al-ushul, (Beirut: Dar Al-Arqom
bin Abi Al-Arqom, tt), hlm. 1:173.

27 Al-Taftazani, Syarah al-Talvib ‘ala al-Tandhib, hlm. 3:17.
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fjma’ dalam urusan keduniaan atau pembedaan antara hukum
keagamaan dan hukum keduniaan sangat populer di kalangan
mereka.”

3. Di antara ulama yang secara terang-terangan membedakan antara
kemaslahatan keagamaan dengan kemaslahatan keduniaan dalam
karyanya adalah Abu Ishaq al-Syatibi. Karena beliau mendefinisikan
al-mashalibh — al-dbaririyyah  (kemaslahatan primer) sebagai suatu
kemaslahatan untuk menegakkan agama dan melindungi dunia, jika
kemaslahatan ini tidak terwujud dapat berakibat fatal dalam semua
aspek kehidupan. Meski demikian ia mengutamakan kemaslahatan
keagamaan atas kemaslahatan keduniaan secara absolut.” Penggunaan
kata al-din atau agama dalam pengertian khusus dalam teks para
ushuliyun tersebut, sebagai lawan dari urusan keduniaan seperti a/-Gdat
dan al-mu’dmalat. Semua ini membuktikan bahwa pembedaan antara
urusan agama dan urusan dunia dalam tradisi ahli ushul figh sangat
populer dan tidak dapat dipungkiri.

Teoritisasi Pembedaan

Para teoritikus muslim menggunakan berbagai redaksi untuk
membedakan urusan keduniaan dengan urusan keagamaan. Al-Syatibi
misalnya menyatakan bahwa perbuatan muslim ada dua macam yaitu
ibadah (ta'abbudat) dan kebiasaan (‘adat).” Ibadah diartikan dengan a/-
kbudhn’ (ketundukan pada semua perintah dan larangan Allah) dan a/-
gurbah (perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah), sementara
kebiasaan dapat berupa ketaatan, tetapi tidak masuk dalam kategori
qurbah.”’ Secara detail al-Syatibi menjelaskan bahwa setiap dalil berupa teks
syariah yang spesifik dan ada ketentuan hukum tetap untuk itu disebut
ta'abbudi. Sifatnya ghair ma'gilat al-ma'na, sehingga tidak dapat dikritisi
secara rasional. Berbeda dengan dalil yang berkaitan dengan kepentingan
umat manusia yang bersifat umum dan tidak ada ketentuan hukum yang
pasti terhadapnya disebut a/-‘ddah atau kebiasaan yang bersifat ma gilat al-
ma'ni sehingga dapat dikaji dan dikritisi oleh otoritas nalar manusia.
Misalnya perintah agama untuk berbuat adil atau larangan agama untuk
tidak melakukan kezhaliman.

Dengan demikian, perbuatan yang bersifat ketundukan sebagai
upaya mendekatkan diri kepada Allah disebut a/-ibidah. Sedangkan

28 Badar al-Din al-Zarkasyi, al-Babr al-Mubith, hlm.4:521.

29 Al-Syatibi, al-Muwafagat, hlm. 2:281-294. Uraian seputar masalah ini secara
detail dapat dilihat pada hlm. 2:14.

30 Al-Syatibi, al-I'tisham,(Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), hlm. 1:79.

3 Al-Zarkasyi, al-Mansur fi al-Qawa’id, hlm. 2:367.
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perbuatan yang dilakukan untuk kebaikan bersama disebut a/-‘ddab. Upaya
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan menjadi urusan
keduniaan atau disebut juga hak Allah terhadap hamba-Nya di dunia.”
Kategorisasi perbuatan menjadi 7bddah dan ‘ddab dilakukan oleh mayoritas
teoritikus muslim terutama para ushuliyun.” Atas dasar itu ditetapkan
hukum niat untuk membedakan antara %bddah dengan ‘ddah. Perbuatan al-
“hadah tidak dapat sempurna kecuali dengan niat. Sementara al-‘ddah
diukur dengan manfaat yang akan diperoleh atau mwafsadat (kerusakan) yang
akan dicegah.

Ibn Rusyd berbicara tentang ibadah lawan kata dari maslahah. Bagi
Ibn Rusyd, kemaslahatan rasional dapat menjadi basis ibadah yang
diwajibkan yang menurut syari’ah mengandung dua makna, yaitu makna
maslahah dan makna ibadah. Maslahah berhubungan dengan hal-hal yang
bersifat kongkrit. Sementara ibadah berhubungan dengan penyucian
jiwa.”* Hanya saja menghubungkan maslahat dengan sesuatu yang bersifat
kongkrit masih dapat didiskusikan. Oleh karena itu pembagian yang lebih
cermat dilakukan oleh al-Iz Ibn Abd Salam. Beliau membagi ketaatan
menjadi mwa'qil al-ma’ng, yaitu yang nampak kemaslahatannya dan ghair
ma’'qiil al-ma’nd yang tidak nampak kemaslahatannya. Inilah yang disebut
dengan ta'abbudi.”

Pembagian perbuatan mukallaf juga dilakukan oleh madzhab
Ja’fari dari kalangan Syiah. Mereka menggunakan istilah 7z'abbudi untuk
perbuatan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan al-fawashuli untuk
perbuatan urusan keduniaan. Dalam #z'abbud; tidak akan terwujud ketaatan
kecuali disertai tujuan, kesadaran dan niat untuk mendekatkan diri kepada
Allah.

Pengalaman Sejarah

Seperti disebutkan di atas, para teorikus muslim khususnya para
ushuliyun secara jelas membedakan antara a/-din dengan al-siyisah. Di
samping itu terdapat pula praktik historis yang dikemukakan oleh para
penulis buku tentang siyasah (politik) dalam realitas sejarah. Biasanya
mereka membedakan antara fungsi yang bersifat keagamaan dan fungsi
yang bersifat keduniaan.

32 Al-Syatibi, al-Muwafagat, hlm. 2:164.

3 Al-1z Ibn Abd Salam, Qawa’id al-Abkam fi Mashalib al-Anam, Beirut: Dar al-
Kutub al-Tlmiyah, hlm. 1:207, al-Zarkasyi, a/-Mansur fi al-Qawa’id, hlm. 3:290, al-‘Alai, a/-
Majmn’ al-Muzhab fi gawa’id al-Mazhab, hlm. 1: 260.

3 Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtabid, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418
H/1997 M), hlm. 1: 17.

% Al-1z Ibn Abd Salam, Qawa’id al-Ahkam, hlm. 19.
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Sejumlah penulis tentang pemikiran politik dalam peradaban Islam
membedakan secara jelas antara tugas-tugas keagamaan dan tugas-tugas
kenegaraan bagi orang nomor satu dalam suatu negara. Misalnya Abu al-
Hasan al-Mawardi menegaskan bahwa aldanlah atau  al-khildfah
“mandhu’atun li khilafat al-nubuwwah fi hirdsat al-din wa siyasat al-dunya” Ini
adalah pernyataan yang jelas untuk membedakan dua macam alwaqdshid,
yang pertama adalah bahwa tugas kepala negara mengawasi dan
memproteksi agama dan yang kedua adalah berkaitan dengan al-siyasah.
Dari sini sekilas dapat dipahami bahwa aktivitas politik hubungannya
dengan khilafah yang dipegang oleh Nabi telah menjelama menjadi
aktivitas “keagamaan” yang “suci”’. Akan tetapi jika dicermati secara
secksama, teks—teks para ulama akan sangat jelas menunjukkan bahwa
khilafah memiliki wewenang dalam bidang yang relevan sesuai dengan
amanah yang diberikan. Kbhildfat al-‘nlami (kedudukan ulama) bersifat
diniyah, sementara  alkhilifah  yang  berkaitan  dengan = para
penanggungjawab politik bersifat duniawiyah. Disebutkan di dalam hadits
“al-‘ulamd’ warasatn al-anbiya’” 7 Sebagian ulama tafsit menyebutkan
kedudukan ulama (pemegang otoritas agama) berbeda dengan kedudukan
umara’ (pemegang otoritas politik) ketika menafsirkan ayat 59 Surat al-
Nisa’:

aSia eVl sl g gm0 ) gradal 5l ) gralal | giale ) Ll

Fakhru al-Din al-Razi mengemukakan dengan cara yang sangat indah
dalam menafsirkan ayat ini. Para Nabi memiliki dua sifat yaitu a/-%m» dan
al-gudrah (pengetahuan dan kekuasaan). Para ulama berperan sebagai
pengganti para Nabi pada bidang a/-%m. Sedangkan para raja (penguasa)
berperan sebagai pengganti para Nabi pada algudrah. Ilmu harus
menguasai jiwa (a/-arwah) dan kekuasaan harus menguasai fisik (a/-ajsid).
Para ulama adalah wakil para Nabi dalam dunia spiritual (‘Glam al-arwab)
dan para raja wakil para Nabi dalam dunia fisik (‘Gam al-ajsad).”* Di sini
merupakan isyarat yang cukup jelas bahwa otoritas (a/-sulthoh) keilmuan
harus berdampingan dengan otoritas keduniaan (a/-szyasab).

36 Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Habib al-Bashry, a/~-Abkam al-Sulthoniyah
wa al-Wilayat al-Diniyah, hlm. 5.

37Abu Dawud al-Azdi, al-Sunan, (Mesir: Mathba’ah Mustafa Muhammad, tt),
Bab al-hassi ‘ala thalabi al-T/mi, dan Muhammad Ibn Surah al-Tirmizi, al-Jami’ al-Sahih,
(Kairo: Dar al-Hadis, tt), dalam bab Fadhl al-Fighi ‘ala al-Tbadah.

8 Al-Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Gaib), (Beirut: Dar Thya’i al-
Turas al-“Arabi, tt), hlm. 27:108.
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Seperti halnya al-Mawardi, Muhammad Mansur Ibn Habsy Ibn al-
Haddad (649 H) membedakan dua macam siyasah yaitu poltik keagamaan
(siyasabh  al-diniyyah) dan politik kenegaraan (szydsah al-dunya). Politik
keagamaan fokus pada pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan
kehidupan beragama (qodha’ al-Fardh). Sedangkan siydsah al-dunyi berkaitan
dengan pembangunan bumi (%mdirat al-ardh). Kedua bidang ini sama
pentingnya, karena “barang siapa meninggalkan suatn kewajiban berarti mereka
menzghalimi dirinya sendiri, barang siapa merusak bumi berarti berbuat halim
terhadap orang lain”.” Hal yang sama, meskipun dengan istilah yang berbeda
dilakukan oleh Ibn Khaldun (808 H)." Bagi Ibn Khaldun penguasa yang
legal mengemban seluruh kemaslahatan keagamaan dan kenegaraan. Nabi
Muhammad, tegas Khaldun melakukan aktivitas pada dua level yaitu
keagamaan dan keduniaan (politik)."

Pemisahan Antara Agama dan Politik

Uraian di atas memperlihatkan hubungan antara agama dan politik
secara teoretis konseptual. Padahal hubungan antara keduanya dalam
realitas faktual sangat kompleks (murakkab). Para ushuliyun dan fuqaha
mengemukakan konsep yang sangat beragam. Tidak ada formulasi yang
disepakati sejak era kenabian sampai di era modern. Keberagaman
formulasi tentang hubungan antara agama dan politik, sesungguhnya
terjadi pula pada bangsa lain tergantung pada ideologi yang dianut.

Kompleksitas bahkan kekacauan nalar tentang hubungan antara
agama dan politik tidak lepas dari kesalahpahaman dalam memahami
istilah agama (@/-din) itu sendiri. Kemudian diperparah dengan tidak adanya
diskusi yang sehat antar berbagai aliran pemikiran. Mereka tidak mau
bahkan tidak berusaha untuk saling memahami konsep yang dikemukakan
oleh masing-masing. Apalagi mereka juga mencampuraduk antara
pengertian kata a/-din yang bersifat khusus dan yang bersifat umum.

Banyak yang berpendapat bahwa politik dan agama harus
dipisahkan. Politik dibangun atas kehendak masyarakat sipil yang tidak
terkait dengan spritual. Agama menurut mereka bersifat absolut
sedangkan politik bersifat relatif. Pendapat ini dibangun atas dasar bahwa
agama adalah hubungan ritual (rubiyah) antara seorang hamba dengan
Tuhan. Hakikat agama adalah keimanan yang melekat pada nurani dan
hati seseorang. Sebaliknya muncul pendapat lain bahwa agama tak

3 Al-Mawatdi, Adab al-Dunya wa al-Din, hal. 136, Ibn al-Haddad, a/-Jaubhar al-
Nafis fi Siyasat al-Rais, hlm. 61-62.

40 Ibn Khaldun, a-Mugaddimah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 1:328.

4 Ibid., hlm. 1:370-381.
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terpisahkan dari politik karena Islam adalah agama komprehensif sehingga
tidak mungkin memisahkan kehidupan politik dari agama.

Perbedaan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman
terthadap berbagai istilah dan konsep yang ada. Banyak orang ketika
mendengar “pemisahan antara agama dan politik” memahaminya dengan
memisahkan politik dari nilai-nilai etis religius. Politik kemudian seakan
dikemas berdasarkan selera subyektif dengan melakukan kebohongan dan
penipuan. Meninggalkan prinsip keadilan dan kesetaraan untuk kebaikan
bersama. Pada sisi lain mereka yang menafikan pemisahan politik dari
agama tidak mengapresiaisi berbagai keputusan politik yang dilakukan oleh
pihak penguasa atau pemerintah.

Hubungan ideal antara politik dan agama bukan pemisahan yang
bersifat permanen, dan bukan pula bersifat kombinatif secara total. Tetapi
antara keduanya selalu berdampingan yang tak dapat dipisahkan. Masing-
masing memiliki sisi perbedaan dan persamaan. Dalam konteks ini adalah
relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Syihab al-Din al-Qarafi dalam
karyanya “a/-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Abkdm wa Tasharrufat al-Qadbi
wa al-Imam” yang membedakan perbuatan Muhammad sebagai Rasul Allah
dan sebagai pemimpin negara.

Adalah sulit untuk mengapresiasi konsep yang memisahkan secara
total antara agama dan politik dalam masyarakat manapun, baik muslim
maupun non-muslim, beragama atau tidak beragama. Karena
bagaimanapun, agama telah memberikan sistem nilai dan tolok ukur yang
menjadi tujuan mulia bersama, seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan,
ketransparanan, musyawarah dan penghormatan terhadap kemanusiaan.
Bahkan agama menunggu dari orang-orang yang meyakininya agar
mencerminkan akhlak yang terpuji (alakblig  al-mabmudah) dan
menghindari akhlak yang buruk (a/-akblag al-mazmumah) dalam berbagai
aktivitas politik. Selanjutnya nilai-nilai sakral dan universal dari agama
harus hadir dalam diri seseorang sebabagi pengarah sekaligus pengontrol
dalam aktivitas politiknya. Meski demikian, praktik politik harus bebas dan
independen dari kekuatan manapun yang mengatasnamakan agama atau
otoritas agama. Pembedaan antara agama dan politik, bukan berarti
pemisahan secara total atau penyamaan secara total. Dengan pemahaman
seperti ini kita akan dapat mengapresiasi temuan-temuan konseptual dan
teoritis dalam bidang politik, dan dalam waktu yang sama akan
memposisikan agama sebagai sumber nilai tertinggi yang selalu
mengontrol praktik politik di suatu negara.

Agama dalam konteks kemaslahatan ukhrawi, ajaran dan
hukumnya bersifat pasti. Tetapi agama dalam konteks kemaslahatan
duniawi selalu bersifat dinamis dan baru. Artinya agama dalam maknanya
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yang umum ini tidak termasuk wahyu atau ketentuan hukum ilahi yang
bersifat permanen. Jadi politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
beragama yang dinamis. Dengan kata lain, politik harus tunduk pada visi
keagamaan secara umum. Pelaku politik praktis harus berkomitmen pada
prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam agama.
Penutup

Status yang diemban oleh manusia sebagai khalifah di rmuka bumi
sesungguhnya merupakan tugas untuk melakukan Ywdrat  al-ardh
(membangun peradaban). Tugas ini sudah sejatinya mengingatkan manusia
akan pentingnya politik (alimdrah atau = al-wildyah). Politik untuk
memperoleh suatu kekuasaan harus tunduk pada kaidah-kaidah universal
yang terdapat dalam agama. Sedangkan bagaimana cara untuk
memperoleh dan mengelola kekuasaan itu diatur dalam ketentuan furi’
(undang-undang dan peraturan). Furi’ ini bersifat dinamis dan
berkembang seirama dengan perkembangan peradaban umat manusia.
Ketentuan furi’ yang menyentuh langsung aktivitas praksis dalam berbagai
aspek kehidupan ini tidak akan terpisah dari ketentuan agama menurut
konsepsi umum agama itu sendiri.

Kaidah umum seperti sy#ro (musyawarah), a/-‘adilah (keadilan), a/-
musawat (kesetaraan), al-amdinah (amanah), amr ma'rif wa al-nabyn ‘an al-
munkar (melestarikan dakwah) merupakan kaidah universal yang bersifat
permanen. Sedangkan bagaimana musyawarah itu dilaksaanakan, apa saja
syarat yang harus dipenuhi oleh calon legislatif, eksekutif dan yudikatif dan
lain sebagainya adalah bagian dari furi’ yang bersifat dinamis dan temporal
seirama dengan situasi dan kondisi yang ada.
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